
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS 

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. babwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2004 tentang Pembinaan J iwa Korps dan Kode E t ik 

Pegawai Negeri Sipil , bahwa sesama Paga ;̂\^ai Negeri Sipi l 

b e rh impun dalam satu wadah Korps Pegawai Republ ik 

Indonesia sebagai wahana pembinaan j i w a korps da lam 

rangka membangun sikeip, t ingkah l aku , e t ^ kerja dan 

perbuatan terpuj i yang h a m s d i laksanakan oleh setiap 

Pegawai Negeri Sipi l da lam kedinasan dan keh idupan 

sehari-hari ; 

b. bahwa dalam rangka optimal isasi pelaksanaan d u k u n g a n 

teknis operasional dan adminis t ras i terhadap pelaksanaan 

tugas-tugas Pengums Korps Pegawai Republ ik Indonesia 

Kota Gorontalo, per lu d iben tuk Sekretariat; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam b u m f a dan h u m f b, per lu membentuk Sekretariat 

Dewan Pengurus Korps Pegawai Republ ik Indonesia Kota 

Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 



2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lemabaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir deiogan Undang-

Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 T a h u n 2004 tentang 

Pembinaan J iwa Korps dan Kode E t i k Pegawai Negeri Sipi l 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4449) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 

tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipi l Republ ik Indonesia 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
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Memperhat ikan : Surat Edaran Pengurus Korps Pegawai Republ ik Indonesia 

Dewan Pengurus Nasional Nomor : SE-3/KU/V/2016 

tanggal 20 Mei 2016 per ihal Pembentukan Sekretariat 

DP KORPRI. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 

PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA 

GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksud demgan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. PemerintahDaerah adalah Wal ikota dan perangkat daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara pemer intah daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Korps Pegawai Republ ik Indonesia Kota Gorontalo dis ingkat KORPRI adalah 

wadah u n t u k mengh impun se luruh Pegawai Republ ik Indonesia demi 

men ingkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-

citaperjuanganBangsadan Negara KesatuariRepublik Indonesia berdasarkan 

Pancasiki dan Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1945, bersifat demokrat is , mandiri., bebas, ak t i f profesional, netra l , 

p rodukt i f dan bertanggung jawab. 

5. Jabatan s t r u k t u r a l adalah sua tu kedudukan yang menun jukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipi l da lam rangka 

memimp in s u a t u satuan organisasi Negara. 

6. Eselon adalah t ingkatan j aba tan s t r u k t u r a l . 



BAB I I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo secara teknis 

operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota 

Gorontalo dan secara teknis administi-ati f bertanggung;! awab kepada 

Wal ikota Gorontalo mela lu i Sekretariat Daerah. 

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI d ip imp in oleh seorang Sekretaris. 

Pasal 3 

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo mempunya i tugas 

melaksanakan d u k u n g a n teknis operasional dan admin is t ras i kepada Pengurus 

K(!)RPRI Kota Gorontalo da lam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta 

pembinaan terhadap se luruh u n s u r dalam l ingkungan Sekretariat Pengurus 

KORPRI Kota Gorontalo 

Pasal 4 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, Sekretariat 

D(;wan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pengelolaan adminis t ras i u m u m dan kerja sama; 

b. penyelen:ggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, menta l dan 

rohani ; 

c. penyelenggaraan usaha dan ban tuan sosial; 

d. pengkoordinasian dan fasil itasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus 

KORPRI Kota Gorontalo; dan 

e. pelaksanaan tugas Iain yang d iber ikan oleh Sekretaris Daerah Kota 

Gorontalo dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Gorontalo. 

BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo t e rd i r i dar i 

Sekretaris dan 3(tiga) subbagian. 
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Pasal 6 

Subbagian sebagaimana d imaksud pada Pasal 5 te rd i r i dar i : 

a. Sub Bagian U m u m , Kerjasama dan Pengembangan Profesi; 

b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; 

c. Sub Bagian Usaha, Ban tuan H u k u m dan Sosial. 

Pasal 7 

Sub Bagian U m u m , Kerjasama dan Pengembangan Profesi sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 6 h u r u f a mempunya i tugas melaksanakan 

penyelenggaraan adminis t ras i u m u m , kepegawaian, keuangan, kerjasama 

dengan instans i pemer intah m a u p u n p ihak k(;tiga dan pengembangan profesi 

Pegawai Negeri Sipi l d i l ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasal 8 

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 6 h u r u f b mempunya i tugas melaksanakan koordinasi kegiatan 

olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan menta l dan rohan i 

serta etika. 

Pasal 9 

Sub Bagian Usaha, Ban tuan H u k u m dan Sosial sebagaimana d imaksud da lam 

PsLsal 6 H u r u f c mempunya i tugas men5nasun Kebijakan dan Program Kegiatan 

usiaha, men ingkatkan kesejahteraan anggota, dan member ikan b i i n tuan h u k u m 

dan sosial. 

Pasal 10 

S t r u k t u r Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo sebagaimana 

t e rcantum dalam lampi ran yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i 

pe;raturan wal ikota i n i . 
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BAB IV 

KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

Bagian Kesatu 

Kepegawaian 

Pasal 11 

Pengangkatan dan pemberhent ian Pegawai Negeri Sipi l da lam dan dar i j aba tan 

s t m k t u r a l d i l ingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo 

d i te tapkan oleh Wal ikota sesuai dengan ketentuan pera turan pemndang-

ur idangan. 

Bagian Kedua 

Eselon 

Pasal 11 

(1) Sekretaris m e m p a k a n jaba tan s t r u k t u r a l eselon I l l . b 

(2) Kepala Sub Bagian m e m p a k a n jaba tan s t r u k t u r a l Eselon IV.b 

BAB V 

PENDANAAN 

Pasal 17 

Pe;ndanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengums KORPRI Kota Gorontalo 

d ibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo dan 

sumber dana la innya yang sah dan t idak mengikat sesuai dengan Peraturan 

Pemndang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Weilikota i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 

p€;raturan wal ikota i n i dengan penempatanya da lam lembaran Daerah Kota 

Gorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal, 28 sei»fceini»tr 2016 

AWALIKOTA GORONTALO,]l 

MARTEN A.TAHA 

Di undangkan d i Gorontalo 

pada tanggal, 28 ge f teml ier 2OI6 

Pit. SEKRETARISDAERAHKQTA GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAEI^AH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR.L4.... 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 

PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA 

GORONTALO 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM, 
KERJA SAMA DAN 

PENGEMBANGAN PROFESI 

SUB BAGIAN OLAHRAGA, 
SENI, BUDAYA, MENTAL 

DAN ROHANI 

SUB BAGIAN USAHA, 
BANTUAN HUKUM DAN 

SOSIAL 

ALIKOTA GORONTALO, I 
MARTEN A. TAHA 


